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ABSTRAK

Korupsi terjadi kmena adanya celah dan kesernpatan yang akan dijadikan
sebagai peluang oleh para koruptor. Sesuai dengan definisi korupsi yang berarti
merusak, maka sebagai objek dalam penelitian akan merusak negara dan merugikan
masyarakat. Beban pembuktian terbalik dapat dijadikan sebagai alat untuk
menemukan dan menetapkan kebenaran yang seswrgguhnya dalam sebuah putusan

pengadilan. Proses beban pembuktian dalam pengadilaa sangat efektif digunakan,

karena semua dilakukan dengan berlandas pada alat bukti yang digunakan sebagai

pembelaan oleh orang yang bersangkutan. Pembuktian terbalik juga dapat digunakan

dalam kasus gratifikasi sebagai cara mernbuktikan dan sandaran guna menarik
kesimpulan tentang objek yang dibuktkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum
bersifat normati{, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu

suatu penelitian yang difokuskan uatuk mengkaji penelitian hukum positi{ dalam hal
ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana

Korupsi. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan

hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi junclo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201 I Tentang Tindak Pidana Korupsi. Objek yang

digunakan yaitu kasus gratifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang dibebani membuktikan pula

objek pembuktiannya. Melalui pembuktian terbalik ini siapapun yang melakukan

tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan keterangan tentang asal-usul

hartanya. Dalam kasus gratifikasi, sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada

tindak pidana yang berkenaan dcngan gratifikasi yang berhubungan dengan suap.

Sistcm ini bcrpijak pada asas praduga bcrsalah (presumption of BuiW.

Kata Kunci: Beban; Pembuktian; Sanksi; Pidaaa; Korupsi
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ABSTRACT

Comtption occurs because there are gaps and opporfitnities that uill be used
as opportunittes by corntptors. In accordance with the d$nition of corruptton which
means to destroy, then as an object in research it will damage the state and harm the

community. The inverse burden of proof can be used as a tool tofind and establish the
real truth in a court decision. The burden of pmof process in court is very Sectitely
used, because everything is done based on the evidence used as a defense by the person

concented. Reverse proof can also be used in the case of gratification os a means of
proving and as a basis for drawing conclusions about the object being proven.

The type of research used is normative research. Legal research k normaliye,
so the author will use the We of ormative research, which is a research that is

focused on examining positive legal research, in this case is written legal material,
especially those relqted to Corruption Crimes. This research is aimed only at w'itten
regulations ol other legal materials. In this thesis research, the law used is Law
Number 3 I of 1 999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law

Number 20 of20ll concerning the Cime of Comtption. The object used is the case

of gratification.

The results of the study indicate that the subject who is burdened with proving
is also the object ofproof Through lhis reverse prooJ anyone who commits a criminal

act of corruption k obliged to provide information about the origin of his assets. In
the case of gratification, the reverse proof system is only applied to criminal acts

relating to gratifi.cation related to bnbery. This system is based on the pinciple of
presunption of guilt.

Key*ords : burden, proof, penalty, criminal, coluption
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